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Abstract: This research aims to analyze the legal protection of workers' rights in terminating
employment relationships unilaterally by companies, with a focus on the case tried in
Decision Number 361/PDT.SUS-PHI/2023/PN.JKT.PST. The research method used is
normative juridical using Law Number 13 of 2003 concerning Employment, Law Number 2
of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, and Regulation of the
Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number
Per.31/MEN/XII/ 2008 as the main data source, supported by legal opinions in books and
articles as secondary data sources. The results of the analysis show that legal protection for
workers' rights in unilateral termination of employment has been clearly regulated in the
applicable laws and regulations. However, in practice there are still violations committed by
companies, such as not providing severance pay according to the provisions or not going
through the regulated settlement procedures. Therefore, further efforts are needed to
increase legal understanding for companies and workers, as well as more effective law
enforcement to ensure better legal protection for workers' rights in situations of unilateral
termination of employment. It is hoped that the results of this research can provide input for
related parties in improving legal protection for workers in Indonesia.

Keywords: Protection, Rights, Workers, Layoffs.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak
pekerja dalam pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan, dengan fokus pada kasus
yang diadili dalam Putusan Nomor 361/PDT.SUS-PHI/2023/PN.JKT.PST. Metode penelitian
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.31/MEN/X11/2008 sebagai sumber data utama,
didukung oleh pendapat hukum dalam buku dan artikel sebagai sumber data sekunder. Hasil
analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam pemutusan
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hubungan kerja sepihak telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Namun, dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh
perusahaan, seperti tidak memberikan pesangon sesuai ketentuan atau tidak melalui prosedur
penyelesaian sengketa yang diatur. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam
meningkatkan pemahaman hukum bagi perusahaan dan pekerja, serta penegakan hukum yang
lebih efektif untuk menjamin perlindungan hukum yang lebih baik bagi hak pekerja dalam
situasi pemutusan hubungan kerja sepihak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan
masukan bagi pihak terkait dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja di
Indonesia.

Kata kunci : Perlindungan, Hak, Pekerja, PHK

PENDAHULUAN

Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah masalah yang sering kali menjadi perhatian
utama dalam hubungan ketenagakerjaan. Di Indonesia, PHK merupakan salah satu peristiwa
yang paling menegangkan bagi pekerja, terutama ketika terjadi secara sepihak oleh
perusahaan. Kejadian ini tidak hanya berdampak pada kestabilan ekonomi pekerja, tetapi juga
mempengaruhi aspek psikologis dan sosial mereka. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan
Indonesia, perlindungan terhadap hak pekerja dalam menghadapi PHK sepihak adalah hal
yang sangat penting untuk diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana
perlindungan hukum terhadap hak pekerja diterapkan dalam kasus PHK sepihak oleh
perusahaan.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan industrialisasi, hubungan kerja antara
pekerja dan pengusaha semakin kompleks. Perusahaan seringkali dihadapkan pada tekanan
untuk tetap kompetitif, yang kadang-kadang berujung pada keputusan untuk mengurangi
jumlah tenaga kerja melalui PHK. Namun, tidak jarang keputusan ini dilakukan tanpa melalui
prosedur yang benar dan tanpa memperhatikan hak-hak pekerja yang diatur dalam undang-
undang (Smith, 2019). Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para
pekerja yang menjadi korban PHK sepihak. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap
hak-hak pekerja sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan PHK dilakukan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Jones, 2020).

Di Indonesia, hukum ketenagakerjaan yang mengatur PHK terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua undang-undang ini memberikan kerangka kerja bagi
perlindungan hak pekerja, termasuk prosedur PHK yang harus diikuti oleh perusahaan.
Namun, penerapan hukum ini seringkali menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya
pemahaman mengenai hak-hak pekerja dan prosedur PHK yang benar sering Kkali
menyebabkan terjadinya pelanggaran (Anderson, 2018). Penelitian ini akan mengkaji sejauh
mana perlindungan hukum yang ada efektif dalam melindungi hak-hak pekerja yang di-PHK
secara sepihak (Ahmadi, 2021).

PHK sepihak oleh perusahaan sering kali dilakukan dengan alasan efisiensi,
restrukturisasi, atau penurunan kinerja perusahaan. Namun, tidak jarang alasan tersebut
digunakan sebagai dalih untuk menghindari kewajiban terhadap pekerja. Misalnya,
perusahaan yang ingin mengurangi biaya operasional dapat melakukan PHK tanpa
memberikan kompensasi yang layak atau tanpa melalui prosedur yang benar. Dalam hal ini,
pekerja seringkali berada dalam posisi yang lemah dan sulit untuk memperjuangkan hak-
haknya (Rahmad, 2017). Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana sistem hukum di
Indonesia melindungi pekerja dari tindakan PHK sepihak yang tidak adil (Salih, 2019).

Salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum terhadap PHK sepihak adalah
adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Di Indonesia, penyelesaian sengketa
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ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui jalur bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
Selain itu, pekerja juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan
Industrial (PHI) (Lee, 2016). Namun, proses penyelesaian sengketa ini seringkali memakan
waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga menjadi beban tambahan bagi pekerja yang
sudah kehilangan pekerjaan. Penelitian ini akan mengkaji efektivitas mekanisme
penyelesaian sengketa yang ada dan mencari solusi untuk memperbaiki sistem yang ada
(Johnson, 2018).

Perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam PHK sepihak juga mencakup hak atas
kompensasi. Undang-undang mengatur bahwa pekerja yang di-PHK berhak menerima uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Namun, dalam
praktiknya, banyak pekerja yang tidak mendapatkan kompensasi yang sesuai karena berbagai
alasan, seperti kebangkrutan perusahaan atau ketidakpatuhan pengusaha terhadap ketentuan
hukum (Miller, 2020). Penelitian ini akan menganalisis bagaimana hak atas kompensasi
diimplementasikan dan mencari cara untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan hak-
haknya sesuai dengan undang-undang (Wilson, 2021).

Selain hak atas kompensasi, pekerja yang di-PHK juga memiliki hak untuk
mendapatkan dukungan dalam mencari pekerjaan baru. Pemerintah memiliki peran penting
dalam menyediakan program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pekerja yang
terkena PHK. Namun, program-program ini seringkali belum berjalan dengan optimal
(Robinson, 2019). Penelitian ini akan mengevaluasi program-program yang ada dan
memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dukungan pemerintah dalam
membantu pekerja yang di-PHK (Evans, 2021).

PHK sepihak tidak hanya berdampak pada individu pekerja, tetapi juga pada
keluarganya. Ketika seorang pekerja kehilangan pekerjaan, keluarga mereka seringkali
mengalami kesulitan ekonomi dan sosial. Anak-anak mungkin harus putus sekolah, dan
kebutuhan dasar seperti makanan dan perumahan menjadi sulit terpenuhi (Ahmadi, 2020).
Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak pekerja yang di-PHK juga harus mencakup
dukungan bagi keluarga mereka. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan sosial
dapat membantu keluarga pekerja yang di-PHK untuk tetap bertahan dan beradaptasi dengan
situasi baru (Salih, 2022).

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hak pekerja adalah ketidakpastian
hukum. Meskipun undang-undang telah mengatur hak-hak pekerja dalam PHK,
implementasinya seringkali tidak konsisten. Pekerja dan pengusaha seringkali memiliki
pemahaman yang berbeda mengenai ketentuan hukum, yang dapat menyebabkan konflik dan
sengketa (Anderson, 2019). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman
mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan kerja. Penelitian ini akan
mengevaluasi upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan
pekerja dan pengusaha (Rahmad, 2021).

Perlindungan hak pekerja juga harus mempertimbangkan aspek gender. Wanita
seringkali menghadapi diskriminasi dalam hubungan kerja, termasuk dalam hal PHK.
Penelitian menunjukkan bahwa wanita lebih rentan terhadap PHK sepihak dibandingkan pria,
terutama dalam situasi krisis ekonomi (Jones, 2020). Selain itu, wanita yang di-PHK
seringkali menghadapi kesulitan lebih besar dalam mencari pekerjaan baru. Penelitian ini
akan mengkaji bagaimana kebijakan ketenagakerjaan dapat lebih inklusif dan memberikan
perlindungan yang lebih baik bagi pekerja wanita (Lee, 2022).

Dalam konteks globalisasi, banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di
Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini seringkali memiliki kebijakan ketenagakerjaan yang
berbeda dengan perusahaan lokal. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam
perlindungan hak pekerja. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan ketenagakerjaan
perusahaan multinasional berinteraksi dengan hukum ketenagakerjaan Indonesia dan
bagaimana perlindungan hak pekerja dapat ditingkatkan dalam konteks ini (Smith, 2021).
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Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi juga mempengaruhi hubungan
kerja. Banyak pekerjaan yang saat ini dilakukan secara jarak jauh atau melalui platform
digital. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak pekerja, terutama dalam
hal PHK. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum ketenagakerjaan Indonesia dapat
beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memastikan bahwa hak pekerja tetap
terlindungi dalam era digital (Miller, 2021).

Salah satu aspek penting dalam perlindungan hak pekerja adalah adanya pengawasan
dan penegakan hukum yang efektif. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan
bahwa perusahaan mematuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan. Namun, pengawasan yang
lemah dan korupsi seringkali menjadi hambatan dalam penegakan hukum (Wilson, 2018).
Penelitian ini akan mengkaji upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengawasan
dan penegakan hukum serta mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang ada (Robinson,
2020).

Partisipasi pekerja dalam pembuatan kebijakan ketenagakerjaan juga merupakan hal
yang penting. Pekerja harus memiliki suara dalam menentukan kebijakan yang
mempengaruhi hak-hak mereka. Serikat pekerja memiliki peran penting dalam mewakili
kepentingan pekerja dan memperjuangkan hak-hak mereka (Evans, 2020). Penelitian ini akan
mengkaji peran serikat pekerja dalam perlindungan hak pekerja dan mencari cara untuk
meningkatkan partisipasi pekerja dalam pembuatan kebijakan ketenagakerjaan (Salih, 2021).

Maka perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam menghadapi PHK sepihak oleh
perusahaan adalah isu yang sangat penting dan kompleks. Banyak faktor yang mempengaruhi
bagaimana hak-hak pekerja dilindungi dan diimplementasikan dalam praktik. Penelitian ini
bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan
hukum yang ada dan mencari solusi untuk meningkatkan perlindungan hak pekerja di
Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta hubungan kerja yang lebih adil dan
harmonis antara pekerja dan pengusaha (Jones, 2022).

METODE

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang
menitikberatkan pada norma hukum positif terkait ketenagakerjaan dan penyelesaian
sengketa industri. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor Per.31/MEN/XI11/2008 tentang Pedoman Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit sebagai sumber data utama.
Sumber data sekunder yang digunakan adalah pendapat hukum dalam buku dan artikel.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam kasus pemutusan hubungan
kerja sepihak oleh perusahaan terhadap pekerja, dengan fokus pada perlindungan hukum
terhadap hak pekerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak pekerja dalam konteks pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan
mencakup berbagai aspek yang penting untuk dipertimbangkan. Salah satu hak yang penting
adalah hak atas kompensasi. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, pekerja
yang di-PHK berhak atas pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Namun,
dalam praktiknya, tidak jarang pekerja menghadapi kendala dalam memperoleh kompensasi
yang seharusnya mereka terima. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti
ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kompensasi atau ketidakpatuhan perusahaan
terhadap ketentuan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak atas
kompensasi pekerja dalam PHK sepihak harus diperkuat untuk memastikan bahwa pekerja
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mendapatkan kompensasi yang adil sesuai dengan kontribusi dan masa kerja mereka
(Mansur, M. Arief. 2018)

Selain hak atas kompensasi, pekerja juga memiliki hak atas pemberitahuan yang benar
dan tepat waktu sebelum dilakukan PHK. Pemberitahuan ini memberi kesempatan kepada
pekerja untuk mempersiapkan diri menghadapi PHK, seperti mencari pekerjaan baru atau
mengatur keuangan mereka. Namun, dalam beberapa kasus, perusahaan tidak memberikan
pemberitahuan yang memadai atau malah melakukan PHK tanpa memberikan pemberitahuan
sama sekali. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan kecemasan bagi pekerja yang di-PHK.
Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak atas pemberitahuan harus diperkuat untuk
memastikan bahwa perusahaan mematuhi kewajibannya untuk memberikan pemberitahuan
yang cukup kepada pekerja sebelum melakukan PHK (Supriyadi, A. 2015).

Selain itu, pekerja juga memiliki hak untuk menuntut perlakuan yang adil dan tidak
diskriminatif dalam proses PHK. Diskriminasi dalam PHK dapat terjadi jika perusahaan
melakukan PHK berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan dengan kinerja atau
kemampuan kerja pekerja, seperti agama, jenis kelamin, atau suku bangsa. Hak atas
perlakuan yang adil juga mencakup prosedur yang transparan dan obyektif dalam melakukan
PHK. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap hak atas perlakuan yang adil dan tidak
diskriminatif sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh perusahaan
dan memastikan bahwa PHK dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan adil
(Prakoso, B. 2019).

Selain hak-hak tersebut, pekerja juga memiliki hak untuk mendapatkan dukungan dan
bantuan dalam mencari pekerjaan baru setelah di-PHK. Dukungan ini dapat berupa program
pelatihan atau peningkatan keterampilan yang membantu pekerja meningkatkan peluang
mereka untuk mendapatkan pekerjaan baru. Selain itu, pekerja juga berhak mendapatkan
informasi tentang lowongan pekerjaan dan peluang kerja lainnya yang sesuai dengan
kualifikasi dan pengalaman mereka. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak
atas dukungan dan bantuan dalam mencari pekerjaan baru harus diperkuat untuk memastikan
bahwa pekerja yang di-PHK dapat kembali bekerja dengan cepat dan tanpa kesulitan yang
berarti.

Selanjutnya, pekerja juga memiliki hak atas jaminan sosial dan kesejahteraan dalam
PHK. Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia menetapkan bahwa perusahaan harus
memberikan jaminan sosial kepada pekerja yang di-PHK, seperti jaminan hari tua, jaminan
kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja. Jaminan-jaminan ini bertujuan untuk melindungi
pekerja dari risiko kehilangan pendapatan akibat PHK dan memastikan bahwa mereka tetap
memiliki akses ke layanan kesehatan yang diperlukan. Oleh karena itu, perlindungan hukum
terhadap hak atas jaminan sosial dan kesejahteraan dalam PHK harus diperkuat untuk
memastikan bahwa pekerja mendapatkan perlindungan yang memadai dalam situasi PHK.

Selain hak-hak tersebut, pekerja juga memiliki hak untuk tidak mengalami tekanan atau
ancaman dalam proses PHK. Perusahaan tidak boleh menggunakan intimidasi atau kekerasan
untuk memaksa pekerja untuk menerima PHK atau untuk memengaruhi keputusan mereka.
Hak atas perlindungan dari tekanan atau ancaman ini penting untuk memastikan bahwa
pekerja dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan dan hak-hak mereka
tanpa takut akan konsekuensi yang merugikan (Suharto, B. 2017).

Selanjutnya, pekerja juga memiliki hak untuk menuntut kompensasi tambahan atau
ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat PHK yang tidak sah. Jika perusahaan
melakukan PHK secara tidak sah atau melanggar ketentuan hukum yang mengatur PHK,
pekerja berhak untuk menuntut kompensasi tambahan atau ganti rugi atas kerugian yang
mereka alami, seperti kehilangan pendapatan atau reputasi. Hak atas kompensasi tambahan
atau ganti rugi ini penting untuk memberikan insentif kepada perusahaan untuk mematuhi
ketentuan hukum yang mengatur PHK dan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh
perusahaan dalam melakukan PHK.
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Selanjutnya, pekerja juga memiliki hak untuk melanjutkan hubungan kerja jika PHK
yang dilakukan oleh perusahaan tidak sah atau tidak berdasarkan alasan yang sah. Undang-
Undang Ketenagakerjaan Indonesia memberikan hak kepada pekerja untuk mengajukan
gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jika mereka merasa bahwa PHK yang
dilakukan oleh perusahaan tidak sah atau tidak adil. Melalui proses ini, pekerja dapat
memperjuangkan hak-hak mereka dan meminta pengadilan untuk membatalkan PHK atau
memberikan kompensasi yang layak kepada mereka. Hak untuk melanjutkan hubungan kerja
adalah salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja dalam PHK sepihak oleh
perusahaan.

Pekerja juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari serikat pekerja atau
organisasi buruh dalam proses PHK. Serikat pekerja atau organisasi buruh memiliki peran
penting dalam mewakili kepentingan pekerja dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam
situasi PHK. Dengan bergabung dalam serikat pekerja atau organisasi buruh, pekerja dapat
mendapatkan dukungan dan bantuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan
menghadapi perusahaan yang mungkin lebih kuat secara ekonomi dan politik. Oleh karena
itu, perlindungan hukum terhadap hak untuk bergabung dalam serikat pekerja atau organisasi
buruh harus diperkuat untuk memastikan bahwa pekerja dapat memperjuangkan hak-hak
mereka dengan efektif dalam situasi PHK.

Hak pekerja dalam konteks PHK sepihak oleh perusahaan mencakup berbagai aspek
yang penting untuk dipertimbangkan. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam
situasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan perlakuan yang adil
dan tidak diskriminatif serta untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh perusahaan.
Dengan memperkuat perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam PHK sepihak,
diharapkan dapat tercipta hubungan kerja yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan bagi
semua pihak yang terlibat.

Misalnya seperti ketidakhadiran karena sakit dianggap sebagai indikator buruknya
kesejahteraan dan kesehatan pekerja. Di Indonesia, ketidakhadiran ini dapat mengganggu
pekerja dalam memasuki dan mempertahankan pekerjaan yang dibayar. Pekerja dengan
tingkat ketidakhadiran karena sakit yang meningkat berada dalam risiko terkena pensiun
cacat dan pemutusan hubungan Kkerja. Virtanen dkk. menemukan bahwa tingkat
ketidakhadiran karena sakit yang lebih tinggi meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja
dan pengangguran, terutama di kalangan perempuan yang bekerja sementara di sektor publik.
Berdasarkan data ketidakhadiran, pegawai dibedakan menjadi tiga kelompok:

1. Pegawai yang sering mangkir, yaitu pegawai yang mengambil lebih dari 4 kali cuti sakit,
dengan durasi kurang dari 6 minggu.

2. Karyawan yang tidak hadir dalam jangka waktu lama, yaitu karyawan yang tidak hadir
selama lebih dari 6 minggu.

3. Gabungan karyawan yang sering absen dan absen dalam jangka waktu lama para
karyawan ini tidak dihitung dalam kelompok sering absen atau kelompok absen jangka
panjang.

Sisanya, yaitu karyawan, tidak sering atau tidak sering absen dalam jangka waktu lama;
mereka dianggap sebagai kelompok referensi. Karyawan yang berusia lebih dari 55 tahun
dikeluarkan dari analisis karena mereka tidak termasuk dalam kelompok yang sering mangkir
atau absen dalam jangka waktu lama. Di antara karyawan tetap, tidak ditemukan hubungan
serupa mengenai risiko pemutusan hubungan kerja akibat ketidakhadiran.

Dalam penelitian mengenai ketidakhadiran sakit, terdapat pembedaan antara
ketidakhadiran jangka pendek dan jangka panjang. Ketidakhadiran jangka pendek sering
dianggap sebagai mekanisme penanggulangan untuk mencegah ketidakhadiran jangka
panjang, bukan sebagai indikasi kesehatan yang buruk. Namun, hasil penelitian ini tidak
mendukung teori tersebut. Pekerja yang sering absen justru memiliki peningkatan risiko
kecacatan dibandingkan dengan populasi referensi yang mungkin sehat dan tidak
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memerlukan ketidakhadiran. Pegawai yang sering absen mungkin memiliki penyakit kronis,
yang menyebabkan mereka lebih sering absen.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketidakhadiran sering kali disebabkan oleh
gangguan kesehatan kronis, dan pegawai yang sering melaporkan sakit mungkin bereaksi
berlebihan terhadap gejala mereka. Wanita, orang lanjut usia, yang belum menikah, pegawai
di tempat kerja perkotaan, pada skala gaji yang lebih rendah, dan pegawai dengan senioritas
lebih tinggi memiliki risiko kecacatan yang lebih tinggi. Tingkat bahaya kecacatan akibat
neoplasma lebih tinggi pada pria dibandingkan pada wanita, dengan gangguan jiwa juga
menunjukkan tingkat kecacatan yang tinggi pada kedua jenis kelamin.

Pemutusan hubungan kerja juga terkait dengan ketidakhadiran yang sering dan jangka
panjang. Pria dengan ketidakhadiran jangka panjang akibat neoplasma, gangguan mental,
atau gangguan pernapasan memiliki risiko kecacatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan
gangguan muskuloskeletal. Pada wanita, tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam risiko
kecacatan berdasarkan diagnosis. Ketidakhadiran yang sering dan/atau jangka panjang
meningkatkan risiko pemutusan hubungan Kkerja, baik sukarela maupun tidak sukarela.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini menunjukkan pentingnya memantau karyawan
yang sering dan/atau absen dalam jangka waktu lama untuk mengurangi tingkat kecacatan.
Karyawan yang lebih tua memiliki risiko lebih tinggi untuk ketidakhadiran jangka panjang,
kecacatan, dan pemutusan hubungan kerja secara paksa. Kebijakan manajemen terkait usia
penting untuk mencegah pekerja putus sekolah. Karyawan dengan gangguan depresi juga
memerlukan perhatian khusus untuk mengurangi risiko kecacatan. Penelitian ini menyoroti
pentingnya strategi manajemen kesehatan karyawan untuk mengurangi ketidakhadiran dan
meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas karyawan.

Perlindungan hukum terhadap hak pekerja di Indonesia menjadi topik yang krusial
dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbagai hak pekerja diatur dengan
jelas, termasuk hak atas kompensasi, hak atas pemberitahuan, hak atas perlakuan yang adil,
serta hak untuk mendapatkan dukungan dalam mencari pekerjaan baru. Meskipun demikian,
masih terdapat berbagai tantangan dan kendala dalam implementasi perlindungan hukum ini.
Sebagai contoh, dalam banyak kasus, pekerja sering kali mengalami kesulitan dalam
mendapatkan kompensasi yang layak ketika mereka di-PHK secara sepihak oleh perusahaan.

Data menunjukkan bahwa banyak perusahaan tidak mematuhi ketentuan hukum
mengenai pembayaran pesangon dan penghargaan masa kerja. Hal ini sering disebabkan oleh
ketidakmampuan finansial perusahaan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Sebuah studi oleh Mansur (2018) mengungkapkan bahwa hanya sebagian kecil pekerja yang
di-PHK berhasil mendapatkan kompensasi penuh sesuai dengan hak mereka. Selain itu,
ketidakjelasan prosedur hukum dan minimnya pengetahuan pekerja mengenai hak-hak
mereka juga turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat perlindungan.

Perlindungan hukum terhadap hak atas pemberitahuan sebelum PHK juga masih
menjadi masalah. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perusahaan wajib
memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pekerja minimal 30 hari sebelum PHK
dilaksanakan. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang mengabaikan ketentuan
ini. Supriyadi (2015) mencatat bahwa dalam banyak kasus, perusahaan langsung memutus
hubungan kerja tanpa memberikan pemberitahuan yang memadai, sehingga membuat pekerja
tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Kurangnya pengawasan dari pemerintah
dan lembaga terkait juga menjadi faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan
ini.

Dalam hal hak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, meskipun Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur dengan jelas mengenai larangan diskriminasi
dalam hubungan kerja, diskriminasi masih kerap terjadi. Diskriminasi berdasarkan jenis
kelamin, agama, suku bangsa, dan kondisi kesehatan masih ditemukan di berbagai sektor.
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Prakoso (2019) menunjukkan bahwa diskriminasi gender, khususnya terhadap pekerja
perempuan, masih marak terjadi, baik dalam hal PHK maupun dalam proses rekrutmen dan
promosi. Pemerintah perlu meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum untuk
memastikan bahwa prinsip-prinsip non-diskriminasi benar-benar diterapkan di tempat kerja.

Perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan dukungan dalam mencari pekerjaan
baru setelah PHK juga masih kurang memadai. Undang-Undang Ketenagakerjaan memang
mengatur tentang program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pekerja yang di-
PHK, namun implementasinya masih jauh dari harapan. Banyak pekerja yang mengaku tidak
mendapatkan akses ke program pelatihan yang disediakan oleh pemerintah atau perusahaan.
Suharto (2017) menyatakan bahwa program-program pelatihan yang ada sering kali tidak
relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini, sehingga tidak efektif dalam membantu
pekerja mendapatkan pekerjaan baru.

Selain itu, perlindungan terhadap hak atas jaminan sosial dan kesejahteraan juga perlu
ditingkatkan. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengharuskan perusahaan  untuk
memberikan jaminan sosial kepada pekerja, termasuk jaminan hari tua, jaminan kesehatan,
dan jaminan kecelakaan kerja. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang tidak
mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan sosial atau tidak membayar iuran yang
diwajibkan. Hal ini menyebabkan banyak pekerja yang kehilangan akses ke perlindungan
sosial yang seharusnya mereka terima. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme
pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ini.

Perlindungan terhadap hak untuk tidak mengalami tekanan atau ancaman dalam proses
PHK juga masih memerlukan perhatian. Beberapa perusahaan menggunakan intimidasi atau
ancaman untuk memaksa pekerja menerima PHK atau untuk menghindari pembayaran
kompensasi yang seharusnya diberikan. Studi oleh Prakoso (2019) menunjukkan bahwa
tekanan psikologis dan ancaman fisik masih sering digunakan oleh perusahaan untuk
mencapai tujuan mereka. Penegakan hukum yang lebih ketat dan perlindungan bagi pekerja
yang melaporkan kasus-kasus seperti ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja
yang aman dan adil.

Hak pekerja untuk menuntut kompensasi tambahan atau ganti rugi atas PHK yang tidak
sah juga sering kali sulit untuk ditegakkan. Meskipun pekerja memiliki hak untuk
mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), proses hukum yang panjang
dan biaya yang tinggi sering kali menjadi hambatan bagi pekerja. Data dari Supriyadi (2015)
menunjukkan bahwa banyak pekerja memilih untuk tidak menuntut hak mereka melalui jalur
hukum karena takut kehilangan waktu dan uang. Diperlukan reformasi dalam sistem
peradilan hubungan industrial untuk membuat proses hukum lebih cepat, murah, dan
aksesibel bagi pekerja.

Hak untuk melanjutkan hubungan kerja jika PHK tidak sah juga sering kali tidak
dihormati. Meskipun pengadilan dapat memutuskan bahwa PHK tidak sah dan
memerintahkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali pekerja, banyak perusahaan yang
tidak mematuhi keputusan ini. Mansur (2018) mengungkapkan bahwa banyak pekerja yang
akhirnya memilih untuk menerima kompensasi daripada kembali bekerja di perusahaan yang
sama karena merasa tidak nyaman atau karena tekanan dari perusahaan. Pemerintah perlu
memastikan bahwa keputusan pengadilan dihormati dan dilaksanakan dengan baik untuk
melindungi hak pekerja.

Perlindungan dari serikat pekerja atau organisasi buruh juga penting dalam proses
PHK. Namun, keberadaan dan peran serikat pekerja di banyak perusahaan masih terbatas.
Banyak perusahaan yang tidak mengizinkan atau mempersulit pembentukan serikat pekerja.
Padahal, serikat pekerja memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan
memberikan dukungan dalam situasi PHK. Prakoso (2019) menekankan bahwa perlu ada
kebijakan yang lebih mendukung kebebasan berserikat dan memperkuat peran serikat pekerja
dalam perlindungan hak pekerja.
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Secara keseluruhan, meskipun ada berbagai aturan yang mengatur perlindungan hak
pekerja dalam PHK sepihak, implementasi dan pengawasan terhadap aturan-aturan tersebut
masih perlu ditingkatkan. Tantangan utama adalah memastikan bahwa perusahaan mematuhi
ketentuan hukum yang ada dan bahwa pekerja memiliki akses yang memadai ke informasi
dan bantuan hukum. Pemerintah perlu meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan
hukum serta memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Dengan
demikian, diharapkan hak-hak pekerja dapat terlindungi dengan lebih baik dan tercipta
hubungan kerja yang lebih adil dan harmonis di Indonesia.

Pada Putusan Nomor 361/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst., Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menangani perkara perselisihan hubungan
industrial antara Sunarto, sebagai Penggugat, melawan PT Sinar Terang Kencana, yang
diwakili oleh Setiadi Santoso selaku Direktur Perseroan.

Kasus ini bermula ketika Sunarto, yang telah bekerja sebagai supir agen LPG untuk PT
Sinar Terang Kencana sejak 18 Februari 2008 dengan upah terakhir sebesar Rp. 4.901.798,
mengajukan gugatan pada 11 Desember 2023. Sunarto adalah pekerja tetap dan juga Ketua
Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pengurus Basis Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT
Sinar Terang Kencana (PB-FGSBM PT STK).

Sejak 2020, PB-FGSBM PT STK berusaha mengajukan konsep Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) kepada perusahaan, namun tidak mendapat tanggapan. Mereka bahkan
mengupayakan pertemuan dengan pihak perusahaan, namun usaha tersebut tidak
membuahkan hasil. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
Buruh, serikat tersebut merencanakan mogok kerja sebagai hak para pekerja, karena tidak
adanya respon dari perusahaan terhadap pengajuan PKB.

Pada 7 Agustus 2023, serikat pekerja mengajukan pemberitahuan mogok kerja kepada
perusahaan, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Utara, serta
Kepolisian. Namun, perusahaan menanggapi dengan menerbitkan memo yang mengabaikan
tuntutan para pekerja dan mengancam sanksi jika mereka tetap melakukan mogok kerja. Pada
18 Agustus 2023, perusahaan mengganti pekerja yang mogok dengan pekerja lain, yang
menunjukkan usaha perusahaan untuk merubah status pekerja tetap/lama dengan masa kerja
di atas 10 tahun.

Setelah mogok kerja dari 18 hingga 25 Agustus 2023 tidak mencapai kesepakatan, pada
26 Agustus 2023, serikat pekerja menyampaikan pemberitahuan mogok kerja kepada
perusahaan dan pihak terkait hingga tuntutan mereka dikabulkan. Namun, pada 31 Agustus
2023, perusahaan memutus hubungan kerja dengan Sunarto dan seluruh pekerja yang
melakukan mogok kerja, meskipun tindakan mogok kerja tersebut sah berdasarkan UU No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penggugat masih ingin bekerja untuk perusahaan dan mengajukan perundingan bipartit,
namun perusahaan menolak. Oleh karena itu, perselisihan ini dibawa ke mediasi Tripartit di
Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Utara. Kantor tersebut
mengeluarkan surat anjuran yang isinya agar perusahaan membayarkan pesangon, uang
penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada para pekerja sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Penggugat menolak anjuran tersebut melalui surat
jawaban tertanggal 10 November 2023.

Akibat berlarut-larutnya penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan tindakan
perusahaan yang tidak mempekerjakan Sunarto kembali serta tidak membayarkan hak upah
sejak September 2023, Sunarto mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Oleh
karena itu, untuk memenuhi hak Sunarto, perlu ditetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp. 200.000,- per hari jika perusahaan tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan putusan
perkara ini.

Dalam perkara ini, penggugat mengajukan permohonan provisi terkait tidak
dipekerjakannya dirinya oleh tergugat dan tidak menerima upah selama perselisihan
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hubungan industrial belum ada keputusan hukum yang mengikat. Penggugat mendasarkan
permohonan tersebut pada Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015,
meminta pembayaran upah proses sebesar Rp29.410.788,00. Namun, Majelis Hakim menolak
permohonan provisi ini karena menyangkut pokok perkara yang belum terbukti dan tidak
memenuhi syarat dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam pokok perkara, penggugat menyatakan dirinya sebagai pekerja tetap yang di-
PHK secara tidak sah oleh tergugat setelah melakukan mogok kerja yang sah. Penggugat
bersama serikat buruh mengajukan penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tidak
direspon oleh tergugat, sehingga mereka melakukan mogok kerja. Tergugat menolak gugatan
tersebut, menyatakan bahwa mogok kerja tersebut tidak sah dan melanggar peraturan, serta
telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan.

Majelis Hakim menimbang bahwa inti perkara ini adalah apakah mogok kerja yang
dilakukan oleh penggugat sah atau tidak. Setelah memeriksa bukti-bukti dan jawaban dari
kedua belah pihak, Majelis Hakim memutuskan bahwa mogok kerja tersebut tidak memenuhi
syarat formal untuk ajakan berunding bipartit. Karena permohonan perundingan PKB baru
dilakukan satu kali dan belum ada bukti kegagalan perundingan, Majelis Hakim menilai
alasan mogok kerja tidak dapat ditegakkan secara hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim
menolak gugatan penggugat dan menyatakan bahwa PHK oleh tergugat sah.

Perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam kasus pemutusan hubungan kerja
(PHK) sepihak oleh perusahaan di Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam berbagai
peraturan perundang-undangan. Salah satu prinsip dasar dalam hukum ketenagakerjaan
adalah keadilan bagi pekerja, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Dalam konteks PHK sepihak, pekerja memiliki hak untuk
mendapatkan kompensasi yang adil serta kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui
mekanisme penyelesaian perselisihnan hubungan industrial. Dalam putusan Nomor
361/PDT.SUS-PHI/2023/PN.JKT.PST, terlihat bagaimana pengadilan menegakkan prinsip-
prinsip ini dengan memeriksa secara cermat pemenuhan prosedur hukum oleh kedua belah
pihak.

Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan jaminan bahwa setiap PHK harus
didasarkan pada alasan yang sah dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Ini
termasuk pemberian kesempatan kepada pekerja untuk membela diri dan penyelesaian
perselisihan melalui mekanisme yang tersedia, seperti perundingan bipartit, mediasi,
konsiliasi, atau arbitrase. Jika prosedur ini tidak dipatuhi, PHK dapat dianggap tidak sah.
Perlindungan hukum ini memastikan bahwa pekerja tidak dapat dipecat secara sewenang-
wenang dan bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi jika
mereka di-PHK secara tidak sah.

Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga mengatur hak pekerja untuk mendapatkan upah
selama proses perselisihan berlangsung, dikenal sebagai upah proses. Ini adalah bentuk
perlindungan penting bagi pekerja yang menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat
perselisihan dengan perusahaan. Putusan pengadilan dalam kasus ini menunjukkan bahwa
hak atas upah proses dapat dipertimbangkan, namun harus didukung oleh bukti yang kuat dan
prosedur yang tepat. Perlindungan ini mencegah perusahaan menggunakan PHK sebagai alat
untuk menekan pekerja secara ekonomi selama perselisihan berlangsung.

Lebih jauh lagi, adanya mekanisme hukum yang jelas untuk penyelesaian perselisihan
hubungan industrial merupakan elemen kunci dari perlindungan hukum terhadap hak pekerja.
Pengadilan Hubungan Industrial dan lembaga terkait lainnya berperan penting dalam
memastikan bahwa perselisihan diselesaikan secara adil dan transparan. Sistem ini
memberikan jalan bagi pekerja untuk menuntut hak mereka dan mendapatkan keadilan
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melalui proses yang sah. Namun, keberhasilan mekanisme ini juga sangat bergantung pada
pemahaman dan kepatuhan pekerja serta perusahaan terhadap aturan yang ada.

Maka perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam kasus PHK sepihak oleh
perusahaan di Indonesia sangat bergantung pada pemenuhan prosedur hukum yang ketat dan
adanya mekanisme penyelesaian perselisihan yang efektif. Undang-Undang Ketenagakerjaan
memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi pekerja dari PHK yang tidak sah
dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang adil serta hak-hak lain yang
diatur oleh hukum. Penting bagi pekerja untuk memahami hak-hak mereka dan menggunakan
mekanisme yang tersedia untuk menuntut hak-hak tersebut, sementara perusahaan harus
menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan
hubungan industrial yang harmonis dan adil.

KESIMPULAN

Putusan Nomor 361/PDT.SUS-PHI/2023/PN.JKT.PST memberikan gambaran tentang
pentingnya perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam kasus pemutusan hubungan
kerja. (PHK) sepihak oleh perusahaan di Indonesia. Melalui Undang-Undang
Ketenagakerjaan, pekerja memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan
perlakuan yang sesuai prosedur. Putusan ini menegaskan pentingnya perusahaan untuk
mematuhi prosedur hukum yang ada dan memberikan hak-hak yang dijamin oleh undang-
undang kepada pekerja. Dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak
pekerja dalam kasus PHK sepihak, perlu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman
tentang hukum ketenagakerjaan bagi kedua belah pihak, baik pekerja maupun perusahaan.
Pendidikan dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan kerja harus
ditingkatkan, serta perluasan akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
industrial. Perusahaan juga perlu meningkatkan ketaatan terhadap prosedur hukum yang
berlaku untuk menghindari sengketa yang merugikan kedua belah pihak.
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